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KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERLIINAN TERPADU

PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 421.9/Kep. 0 /USMK-BPMPT/V/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN WIRAPERBANGSA INDONESIA
UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
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PROVINSI JAWA BARAT,

bahwa Ymemawmmh&ngmpmamhi.mdmmw
mmmmdiﬂmSchhhMmmthmummuNTmm
201672017

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diates perlu menetapkan
Keputusen Badan Penanaman Modal dan Perjinan Terpadu Provinsi Jaws Bamt
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mendinkan Sekolah Menengeh Kejuruan Indonesia Mas 2,

Undang-undang Nomor 11 Tehun 1950 tentang Pembentukan Jawa Barat (Berita

Negera Republik Indonesia Tanggel 4 Juli 1950); .
Undang-undang Nomor 20 Tehun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nesional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2003 Nomor 78 Tembahsn
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
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Negera Republik Indonesia Tehun 2014 Nomor 244, Tembshan Lembaran
Ne;ux Rzpnhh'k!ndomsiaNomorssm:ebapimmmhhMbebmpl
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Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Deersh (Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tembehen Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-undang Nomor 30 Tehun 2014 tentang Administrasi Pemesintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2014 Nomor 292, Tembshan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601),
Perturan Pemerintsh Nomor 19 Tehun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaren Negare Indonesia Nomor 4496);
Pematuran Pemerintah Nomor 38 Tehun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintshan Dsersh Provinsi dan
Pemerintahan Deersh Kab (Lembamn Negera Republik Indonesia
“l';lsn-’:)n 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Persturan Pemezintah Nomor 17 Tehun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggerean Pendidikan (Lernbaren Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tembehan Lembersn Negem Republik Indonesia Nomor S105),
sebegaimana teleh diubeh dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
t:nhng Puul;:h;‘m mschrmxm Pemerintsh Nomor 17 Tehun 2010 tentang
engelolesn Penyelenggarean Pendidikan (Lemberan Negara Indonesia
;thun 2010 Nomor 112, Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia
omor 5157), .
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang PenyelenggarsanPelayanan
;‘;?)mlu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23*Tahun 2006 tentang Standar
Kompetensi Lulusen untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menegah;

* Peraturan Menter Pendidikan Nesional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar

Pengelolaan Pendidikan;
Peraturan Menteri Pendidilan Nasional Nomor 50 Tehun 2007 tentang Standar
Pengelolean Pendidikan oleh Pemerintah Daerah; y
ls’mmmw a.ff"p,‘;‘:‘.,‘;.‘“"“'“““w Nm Nomor 40 Tahun 2008 mmm Swmdlrm
Menengah Kejurvan/M
Kejurnan (SMK/MAK): B
5 14, Keputusen ....



-

Desar dan, Mefiengsh Departemen. .

4, Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan n, Metiengah Depan
l." Pendidikan Dikdasmen W-NM_OIUW-:WG:miw

-+, "dan Tata Cira Pendirian Sekolah Swasts; —  *7 . o uF L

15 ld(?pzhsm-mbmn‘hm Barat Nomor 39 Tahun 2001 tentang Tuges Pokok,

" Pungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Berat; - e

16. .Peraturan Daersh Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan :
6 iua Atas Peraturan Daersh Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang
i Organisasi Tata Kegja Lembega Lain Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daersh

Provinsi Jawa Barat Tehun 2008 Nomor 23 Seri D); . .

17. Persturan Gubemur Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Peraturan Gubermur Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2014 tentang
;mmr’:l:;mm Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun

Penyel an Pelayanan Perizinan Terpadu; S,
%(:xl:nt;\nw‘éubmurwi’g?ﬁmi Jawa Barat Nomor 51 Tehun 2015 tentang

W Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Perutupan Lembaga Pendidikan.

- L t Permohonsn darl Yayasan Wiraperbangsa Indonesia Nomor
Mempethatlan i L B MR-IM272016, tanggal 26 Januar 2016, Perihal Permohonan [jin

Operasional SMK Indonesia Mas 2 (dua); ;

9. Surat Kepala Dinas Pendidikan; Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang
Nomor 421.3/380/Dikmen Tanggel 03 F.ebnmi 2016 Peril‘ml Rekomendasi
Permohonan [jin Operesional SMK Indonesia Mas 2; )

3. Akt Notaris : Ida Farida, S.H Nolr:g;: 0_5 Tanggal 08 Februari 2011 tentang

dirian Yayasan Wiraperbangsa nesia;

4. };:?lt ch‘:;a Dinas u;gldidﬂmn Provinsi Jawa Barat b{cmor H 421.5/§47:5-
Dikmenti tanggal 18 Mei 2016 perihal Saran dan Pertimbangan Teknis ljin
Operasional SMK Indonesia Mas 2 Knbupatm_l(mwang;_ ) .

5. Studi Kelayakanan Sekolsh Menengah Kejuruan dard Tim Teknis Bidang
Pendidikan Menengsh dan Tinggi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, tanggal
11 Maret 2016,

MEMUTUSKAN

Menetapkan: 3 ,
KESATU :  Memberi ijin operasional kepeda Yayasan Wireperbangsa Indonesia untuk mendirikan
Sekolah Menengah Kejuruan
Nama : SMK INDONESIA MAS 2
Program Keahlian : Kepariwisataan (Akomodasi Perhotelan)
Alamat : Jl. Hj. Abdul Halim No. 83 Dusun Krajan II RT. 005 RW. 002
Desa Majalaya Kecamatan Majelaya Kabupaten Karawang
KEDUA - : Pemberen Jjin Operesional sebagaimana dimeksud pada diktum KESATU keputusan
ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku; §
KETIGA : Pemegang ijin operasional wajib melaporkan kegiatan belajar ,mengajar setiap
Triwulan, Semesteran, Tehunan kepada Dinas Pendidiken Provinsi Jawa Barat;
KEEMPAT : Apabila pemegang ijin operssional tidak melaksanakan kewajiben sebagaimana
; dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku, maka ijin operasional ekan dicabut;
KELIMA :  Keputusan ini berlaku sejek tanggel ditetapkan.

Ditetapkan di

miatoggd + 0B MAY 2076

KEPALA BAZAN PRYANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU
P 1 JAWA BARAT,

ADANG MOHAMAD, MSCE
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Tembusan : .
1. Gubermnur Jawa Barat; 5
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda den Olehraga Kabupaten Karawang;
4, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang



